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: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia N omor 443 7); 

BUPATI NGADA, 
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, 

efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan 
fungsi serta konsistensi pelayanan di bidang 
kepegawaian, perlu menetapkan Standar Operasional 
Prosedur sebagai pedoman pelaksanaan tugas pada 
Sadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
Kabupaten Ngada; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional 
Prosedur Lingkup Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Kabupaten Ngada; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI NGADA 
NOMOR 24 TAHUN 2020 

TENT ANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 
LINGKUP BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

KABUPATEN NGADA 

BUPATI NGADA 
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manjemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawaia Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang 
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Pu blik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 

10. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 52 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7050); 

11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negar Nomor 12 
Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Peraturan Pemerinah Nomor 12 Tah un 2002 ten tang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 

12. Peraturan Bupati Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Ngada Nomor 11) sebagaimana telah diubah 
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Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Kabupaten Ngada. 

Pasal 4 

( 1) Standar Operasional Prosedur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Kabupaten Ngada terdiri dari: 
a. Pelayanan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara; dan 
b. Pelayanan Pensiun Aparatur Sipil Negara 

(2) Format Standar Operasional Prosedur Badan Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatihan Kabupaten Ngada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

SOP AP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngada 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara 
lebih mudah, cepat, efektif, efisien dan transparan. 

Pasal 2 

Maksud penyusunan SOP AP ini sebagai pedoman bagi seluruh pegawai 
Lingkup Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngada 
dalam menunjang aktifitasnya untuk dapat bekerja sebagai penyelenggara 
pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Ngada. 

Pasal 1 

OPERASIONAL PROSED UR ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN (SOP AP) LINGKUP BADAN 
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
KABUPATEN NGADA. 

MEMUTUSKAN: 

STAND AR TENT ANG BUPATI PERATURAN Menetapkan 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Ka bu paten Ngada Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ngada Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5); 
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THEODOSIUS YOSE S NONO 
BERITA DAERAH BUPATEN NGADA TAHUN 2020 NOMOR 24 

Diundangkan di Bajawa 
pada tang al 12 Mei 20 0 

{ SEKRET IS DAERAH BUPATEN NGADA, ~ 

Agar setiap ornag mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 5 
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